
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MUARA ENIM
PROVINST SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2016

DENGAN RTq,HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA?I MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 249/PMK.O7/2015 tentang Perubahan Rincian Dana
Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 250/PMK.O7/2015 tentang perubahan
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menu.ut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 201S serta sural
Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 9OO I O32q I BqKAD I 2OlA
tentang Bantuan Keuangan Tahun 2015;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerai Tahun Anggaran 2016 p^da
butir V Hal hal Khusus Lainnya huruf 24 ditegaskan bahwa
dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada
pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada
tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2015), maka
harus dianggarkan kembali pada akun belanja ddlam APBD
Tahun Anggaral 2016 sesuai kode rekening berkenaan.
Tatacara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan
perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2Ot6;

bahwa untuk penyelesaian tagihan Pihak Ketiga/Rekanan yan6
telah menyelesaikan pekerjaan dalam Tahun Anggaran 2015,
namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar
disebabkan tidak diterimanya di Kas Daerah Dana Transfer dari
Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemcrintah
Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang dianggarkan dalam
APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 201S,
merupakan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang

Menimbang : a.

b.

c.



Mengingat

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16O ayat (2)-dan ayat (4)

' #;;;;'M;;i";i Dalam Negeri Nomor 13 rahun 20o-6 tentang

;;;;"; Pengelolaan Keuairgan Daerah sebagaimana- telah

;";;;;; kaf ;iubah terakhir iengan Peraturan Menteri.Dalam

i,1""'i'rl"-". 21 Tahun 20I1, pergeseran antar oblek bennJa

ili';,i##;6i;r. u.r",'.lt dilakuGn dengan cara mengubah

ilr"i"."" -n p^ta Daeiah tentang Penjabaran , 
Anggamn

p""a^patu" dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan'

".iJf ""r^.:","va 
dianggarkan dalam rancangan- Peraturan

;;;; ;;;;s i'.rubah'n Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

e- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
"' ili;* rr"."i", t, " a..t d di atas perlu menetapkan Peraturan

u";-r.ir'i.i,i"td p.*u"t''" atas Peiaturan Bupati Muara Enim

ll"il"i ss iahun 2015 tentang Penjabarln^ 
- -Anggaran'p"""a"p"t"" a." gelanja Daerah Tahun Anggaran 2016 '

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
' ;;;t.ii Tingka:t tl dan Kotapraja di- sul19rl. s:Iatan

[:;;; '.;'NA;." Republik Indoneiia rahun l9s9 Nomor 73'

i""-*fJr. l"riu.ran\egara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang -Keuangan"' i"g".J g,"*uaian Negar^ ReDublik Indonesia Tahun 2003

ilr'-"r ,iz, Tambahan lrmbu"rl Ntg^'" Republik lndonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 t€ntang
" p"tU""-a.f.-"ui Ntgu'" (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia

iJ"" ioo+ Nomoi5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oO4 terrtar'g Pemeriksaan

Penselo"laan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

it,.rl." n.r"-uriL lndoi"sii Tahun 2oO4 Nomor 66' Tambalan

Li-fiu^i." 'l.gu." Republik Indonesia Nomor 4400):

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
- 

P"r"t "Irl"u., 
Fembangunaa Nasional (Lembaran Negara-R.;;ltk 

lndonesia T-ahun 2004 Nomor 104' Tambahan

riL-ut Negara Republik Indonesia Nomor 442J);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tanta]j,g Perimbangan" K;;;;g?.; antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

tl-embiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

i-zo, r"-tah"i Lembirar Negara Republik Indonesia Nomor

4438\;

7. Undang-Undang Nomor 27 Aatlun 2OOq tentang Maielis' pii*tr3v"*.."ti., R,Lytt, Dewan Perwakilan llkya.t' Pewanp"t*"f.if"" Daerah dan Dewan Perwakilan Ralg/at Daerah

ir-"-Uar.n Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

iz:ii"-t.h"i lrmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

5043);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimala telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentar|g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

9.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'lalltur\ 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Pbraturan Pemerintah Nomor 56 fahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 201O tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralq/at
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomot 22,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Talun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kijdua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyrsunal Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 lentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peral,uralr Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.O7 /2015
tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun
Anggaran 2015;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25OIPMK.O7l2015
tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaral
2015 .,
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24. Petattran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Muara Enim (L€mbaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah
teral<hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerai Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tatu)n 2OO7 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Ke\i/enangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaral
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

27.Pera1u)rar, Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (l,embaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8) sebagaimana telah
diubal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 7 Tahrun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 23);

29. Pbiaturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerair Kabupaten Muara
Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Taiun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 4);

30. Piraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
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Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5
Tahun 2O13 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga
Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (trmbaran
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

Tahun
Kerja

Daerah

Tahun
Kerjd

Daerah

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaia Enim Tahun 2008
Nomor 1 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 TahuF
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2015 Nomor IO).

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGOARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 55) tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O16, diubah sebagai
herikut :

l. Ketentuan Pasal I angka 2 huruf a poin 3) dan 4), huruf b poin 2) dan 3), angka
3 huruf a diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :
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Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b, Dana Perimbangan
c. Lainlain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja i

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi t{asil Kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabu paten/

Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik
8) Belanja Tidak Terduga

Jumlai Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang Jasa
3) Belania Modal.

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Pene rimaan Pembiayaal Daerah
b. Pengetuaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 167.9O4.592.327,Oa
Rp. 1.842.534.668.0O0,00
Rp. 352.050.o88.7o0.00

Rp. 2.362. 489.349.o27,Oa

Rp. 743.46A.847.A77,A6
Rp. 5.500.000.000,00
Rp. 5.603.21O.385,0O
Rp. 37.257.011.000,00
Rp. O,OO

Rp. 0,o0

Rp. 317.323.49O.739,oo
Rp. 10.0O0.0O0.0O0.O0

Rp. 1. 1 19. 152.560.001,86

Rp. 11.623.398.soo,0o
Rp. 67 4 .Oag .546.424 ,OO

Rp. 7a4.063.556.670.44

Rrt. 1.469.7 7 6.54 1.59 4.44

Rp. 2.588.929. 101.596,30
Rp. (226.439.7 52.569,22)

Rp. 3o2.679.752.569,22
Rp. 76.240.0O0.0O0.OO

Rp. 226.439.7 52.569 .22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp. o,00

2.Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3.Lampiran II Meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatar, RSUD
dr. H.M. Rabain, Dinas Pekerjaal Umum Bina Marga dan Pengairan, Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Dinas Tanaman Pangal dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
darl Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini.

4.Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati
ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapka di Muara Enim
21 ?ob(oa(\ aoteP+da tang

[.,,,, il***'r/VtN

Diundanekan di Muara Enim
pada tanigal )-1 teht,toc t Nt[
SEKRSTARIS DAERAH

/1/\N,

8

A wuzltur* sAI soHAR

MUARA ENIM,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 5


